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A. PENDAHULUAN	
Bahwa	 pada	 hari	 Selasa	 tanggal	 4	 Mei	 2021,	 pukul	 15.30	 WIB,	 Mahkamah	
Konstitusi	telah	memutus	dalam	Sidang	Pengucapan	Putusan	yang	dilaksanakan	
secara	virtual	yaitu	pengujian	formil	atas	Undang-Undang	Nomor	19	Tahun	2019	
tentang	 Perubahan	 Kedua	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 30	 Tahun	 2002	 tentang	
Komisi	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 (selanjutnya	 disebut	 UU	 KPK)	
terhadap	 Undang-Undang	 Dasar	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945	
(selanjutnya	 disebut	 UUD	 NRI	 Tahun	 1945)	 dalam	 Perkara	 Nomor	 71/PUU-
XVIII/2019.	 Dalam	 Sidang	 Pengucapan	 Putusan	 Perkara	 Nomor	 71/PUU-
XVIII/2019,	 perwakilan	 DPR	 RI	 dihadiri	 secara	 virtual	 oleh	 Anggota	 DPR	 RI	
Taufik	 Basari,	 SH.	 M.Hum.	 LL.M	 (A-359)	 dan	 didampingi	 secara	 virtual	 oleh	
Pejabat	 dan	 Pegawai	 di	 Pusat	 Pemantauan	 Pelaksanaan	 Undang-Undang	
Sekretariat	Jenderal	&	Badan	Keahlian	DPR	RI	
	

B. PEMOHON	
Bahwa	 permohonan	 pengujian	 UU	 KPK	 dalam	 perkara	 Nomor	 71/PUU-
XVIII/2019	diajukan	oleh	Zico	Leonard	Djagardo	Simanjuntak,	Dora	Nina	Lumban	
Gaol,	 Leon	 Maulana	 Mirza	 Pasha,	 Aisyah	 Shafira,	 Marco	 Hardianto,	 Nurfuady	
Bakir,	 Agam	 Gumelar,	 	 dan	 Satria	 Adhitama	 Sukma,	 	 (selanjutnya	 disebut	 Para	
Pemohon).		
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C. PASAL/AYAT		UU	KPK	YANG	DIMOHONKAN	PENGUJIAN	
Bahwa	 Pemohon	 dalam	 permohonannya	 mengajukan	 pengujian	 materiil	
terhadap	ketentuan	Pasal	6	huruf	e,	Pasal	12	ayat	(1),	Pasal	12B,	Pasal	12C,	Pasal	
12D,	Pasal	19	ayat	(2),	Pasal	21	ayat	(1)	huruf	a,	Pasal	29	huruf	 i,	Bab	VA,	Pasal	
37B	 ayat	 (1)	 huruf	 b,	 Pasal	 40,	 Pasal	 47,	 Pasal	 69A,	 dan	 Pasal	 69D	 UU	 KPK	
selengkapnya	berketentuan	sebagai	berikut:	
	
Pasal	16	huruf	e		UU	KPK:	
“Komisi	Pemberantasan	Korupsi	bertugas	melakukan:		
		e.	penyelidikan,	penyidikan,	dan	penuntutan	tehadap	Tindak	Pidana	Korupsi;”	
	
Pasal	12	ayat	(1)	UU	KPK		
“Dalam	melaksanakan	tugas	penyelidikan	dan	penyidikan	sebagaimana	dimaksud	
dalam	 Pasal	 6	 huruf	 e,	 Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 berwenang	 melakukan	
penyadapan.”	
	
Pasal	12B	UU	KPK:		
(1) Penyadapan	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 12	 ayat	 (1),	 dilaksanakan	

setelah	mendapatkan	izin	tertulis	dari	Dewan	Pengawas.		
(2) Untuk	mendapatkan	 izin	 sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	 (1)	dilaksanakan	

berdasarkan	permintaan	secara	tertulis	dari	Pimpinan	Komisi	Pemberantasan	
Korupsi.		

(3) Dewan	 Pengawas	 dapat	 memberikan	 izin	 tertulis	 terhadap	 permintaan	
sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(2)	paling	lama	1	x	24	(satu	kali	dua	puluh	
empat)	jam	terhitung	sejak	permintaan	diajukan.		

(4) Dalam	hal	Pimpinan	Komisi	Pemberantasan	Korupsi	mendapatkan	izin	tertulis	
dari	 Dewan	 Pengawas	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 ayat	 (3),	 Penyadapan	
dilakukan	 paling	 lama	 6	 (enam)	 bulan	 terhitung	 sejak	 izin	 tertulis	 diterima	
dan	dapat	diperpanjang	1	(satu)	kali	untuk	jangka	waktu	yang	sama.	

 
Pasal	12C	UU	KPK:		
(1) Penyelidik	 dan	 penyidik	 melaporkan	 Penyadapan	 sebagaimana	 dimaksud	

dalam	 Pasal	 12	 ayat	 (1)	 yang	 sedang	 berlangsung	 kepada	 Pimpinan	 Komisi	
Pemberantasan	Korupsi	secara	berkala.		

(2) Penyadapan	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	12	ayat	(1)	yang	telah	selesai	
dilaksanakan	 harus	 dipertanggungiawabkan	 kepada	 Pimpinan	 Komisi	
Pemberantasan	Korupsi	dan	Dewan	Pengawas	paling	lambat	14	(empat	belas)	
hari	kerja	terhitung	sejak	Penyadapan	selesai	dilaksanakan.	

	
Pasal	12D	UU	KPK:		
(1) Hasil	 Penyadapan	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 12	 ayat	 (1)	 bersifat	

rahasia	dan	hanya	untuk	kepentingan	peradilan	dalam	Pemberantasan	Tindak	
Pidana	Korupsi.		

(2) Hasil	 Penyadapan	 yang	 tidak	 terkait	 dengan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	
sedang	ditangani	Komisi	Pemberantasan	Korupsi	wajib	dimusnahkan	seketika.		

(3) Dalam	 hal	 kewajiban	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 ayat	 (2)	 tidak	
dilaksanakan,	 pejabat	 dan/atau	 orang	 yang	 menyimpan	 hasil	 Penyadapan	
dijatuhi	 hukuman	 pidana	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-
undangan.	
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Pasal	19	ayat	(2)	UU	KPK:		
“Dihapus.”  
 
Pasal	21	ayat	(1)	huruf	a:		
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 

(lima) orang; 	
Pasal	29	huruf	I	UU	KPK:		
“Untuk	 dapat	 diangkat	 sebagai	 Pimpinan	 Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 harus	
memenuhi	persyaratan	sebagai	berikut:  
i.	 melepaskan	 jabatan	 struktural	 dan	 /atau	 jabatan	 lainnya	 selama	 menjadi	
anggota	Komisi	Pemberantasan	Korupsi;	

	
Pasal	37B	ayat	(1)	huruf	b	UU	KPK:		
(1) Dewan	Pengawas	bertugas:		

b.	memberikan	 izin	atau	 tidak	memberikan	 izin	Penyadapan,	penggeledahan,	
dan/atau	penyitaan;		

	
Pasal	40	UU	KPK:		
(1) Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 dapat	 menghentikan	 penyidikan	 dan	

penuntutan	 terhadap	 perkara	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 yang	 penyidikan	 dan	
penuntutannya	tidak	selesai	dalam	jangka	waktu	paling	lama	2	(dua)	tahun.		

(2) Penghentian	penyidikan	dan	penuntutan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	
harus	 dilaporkan	 kepada	 Dewan	 Pengawas	 paling	 lambat	 1	 (satu)	 minggu	
terhitung	 sejak	 dikeluarkannya	 surat	 perintah	 penghentian	 penyidikan	 dan	
penuntutan.		

(3) Penghentian	penyidikan	dan	penuntutan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	
harus	diumumkan	oleh	Komisi	Pemberantasan	Korupsi	kepada	publik.		

(4) Penghentian	penyidikan	dan	penuntutan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(2)	
dapat	 dicabut	 oleh	 Pimpinan	 Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 apabila	
ditemukan	 bukti	 baru	 yang	 dapat	 membatalkan	 alasan	 penghentian	
penyidikan	 dan	 penuntutan,	 atau	 berdasarkan	 putusan	 praperadilan	
sebagaimana	dimaksud	dalam	peraturan	perundang�undangan	

	
Pasal	47	UU	KPK:		
(1) Dalam	 proses	 penyidikan,	 penyidik	 dapat	 melakukan	 penggeledahan	 dan	

penyitaan	atas	izin	tertulis	dari	Dewan	Pengawas.		
(2) Dewan	Pengawas	dapat	memberikan	 izin	tertulis	atau	tidak	memberikan	 izin	

tertulis	terhadap	permintaan	izin	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	paling	
lama	1	x	24	(satu	kali	dua	puluh	empat)	jam	sejak	permintaan	izin	diajukan.		

(3) Penggeledahan	 dan	 penyitaan	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 ayat	 (1)	 wajib	
membuat	berita	acara	penggeledahan	dan	penyitaan	pada	hari	penggeledahan	
dan	penyitaan	paling	sedikit	memuat:		
a. nama,	 jenis,	 dan	 jumlah	 barang	 atau	 benda	 berharga	 lain	 yang	 digeledah	

dan	disita;	
b. keterangan	 tempat,	 waktu,	 hari,	 tanggal,	 bulan,	 dan	 tahun	 dilakukan	
penggeledahan	dan	penyitaan;	

c. keterangan	 mengenai	 pemilik	 atau	 yang	 menguasai	 barang	 atau	 benda	
berharga	lain	tersebut;	
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d. tanda	 tangan	 dan	 identitas	 penyidik	 yang	melakukan	 penggeledahan	 dan	
penyitaan;	dan		

e. tanda	tangan	dan	identitas	dari	pemilik	atau	orang	yang	menguasai	barang	
tersebut.	

(4) Salinan	 berita	 acara	 penggeledahan	 dan	 penyitaan	 sebagaimana	 dimaksud	
pada	ayat	(3)	disampaikan	kepada	tersangka	atau	keluarganya.	

	
Pasal	69A	UU	KPK:		
(1) Ketua	 dan	 anggota	 Dewan	 Pengawas	 untuk	 pertama	 kalinya	 ditunjuk	 dan	

diangkat	oleh	Presiden	Republik	Indonesia.		
(2) Kriteria	 ketua	 dan	 anggota	 Dewan	 Pengawas	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	

ayat	(1)	sesuai	dengan	ketentuan	Pasal	37D	termasuk	dan	tidak	terbatas	pada	
aparat	penegak	hukum	yang	sedang	menjabat	dan	yang	telah	berpengalaman	
paling	sedikit	15	(lima	belas)	tahun.		

(3) Penunjukan	dan	pengangkatan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	untuk	1	
(satu)	kali	masa	jabatan	sesuai	masa	jabatan	Dewan	Pengawas	sebagaimana	
dimaksud	dalam	Pasal	37A	ayat	(3).		

(4) Pengangkatan	 ketua	 dan	 anggota	 Dewan	 Pengawas	 sebagaimana	 dimaksud	
pada	 ayat	 (1)	 dilaksanakan	 bersamaan	 dengan	 pengangkatan	 Pimpinan	
Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 periode	 tahun	 2019	 sampai	 dengan	 tahun	
2023.		

	
Pasal	69D	UU	KPK:		
“Sebelum	Dewan	Pengawas	terbentuk,	pelaksanaan	tugas	dan	kewenangan	Komisi	
Pemberantasan	 Korupsi	 dilaksanakan	 berdasarkan	 ketentuan	 sebelum	 Undang-
Undang	ini	diubah.”	
	

D. BATU	UJI	
Bahwa	 ketentuan	 pasal-pasal	 a	 quo	 UU	 KPK	 dianggap	 Para	 Pemohon	
bertentangan	dengan	Pasal	28C	ayat	(2)	dan	28D	ayat	(1)	UUD	NRI	1945	karena	
dinilai	telah	merugikan	dan	melanggar	hak	dan/atau	kewenangan	konstitusional	
Pemohon.	
	

E. PERTIMBANGAN	HUKUM	
[3.13.1]			Bahwa	 terkait	 dengan	 dalil	 para	 Pemohon	mengenai	 KPK	 yang	 tidak	

diberikan	 kewenangan	menangani	 perkara	 Tindak	 Pidana	 Pencucian	
Uang	 (TPPU)	 karena	 tidak	 ditegaskan	 dalam	 Pasal	 6	 huruf	 e	 UU	
19/2019,	 Mahkamah	 perlu	 terlebih	 dahulu	 menegaskan	 pengaturan	
TPPU	 dalam	 peraturan	 perundang-undangan.	 Pasal	 1	 angka	 (1)	
Undang-Undang	 Nomor	 8	 Tahun	 2010	 tentang	 Pencegahan	 dan	
Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Pencucian	 Uang	 (UU	 8/2010)	
menyebutkan,	 “Pencucian	 Uang	 adalah	 segala	 perbuatan	 yang	
memenuhi	unsur-unsur	tindak	pidana	sesuai	dengan	ketentuan	dalam	
Undang-Undang	 ini.”	 Salah	 satu	 yang	 dikualifikasikan	 sebagai	 hasil	
tindak	pidana	dalam	UU	8/2010	adalah	harta	kekayaan	yang	diperoleh	
dari	 tindak	pidana	korupsi	 [vide	Pasal	2	ayat	(1)	huruf	a	UU	8/2010].	
Dengan	 demikian,	 meskipun	 tindak	 pidana	 korupsi	 dan	 TPPU	
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merupakan	 tindak	 pidana	 yang	 diatur	 dalam	 undang-undang	 yang	
berbeda	atau	 terpisah,	namun	keduanya	memiliki	keterkaitan	karena	
salah	satu	tindak	pidana	asal	dari	TPPU	adalah	tindak	pidana	korupsi.	
Dalam	kaitannya	dengan	hal	tersebut,	Pasal	74	UU	8/2010	secara	tegas	
juga	 menyatakan,	 “Penyidikan	 tindak	 pidana	 Pencucian	 Uang	
dilakukan	 oleh	 penyidik	 tindak	 pidana	 asal	 sesuai	 dengan	 ketentuan	
hukum	 acara	 dan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan,	 kecuali	
ditentukan	lain	menurut	Undang-Undang	ini.”,	yang	selanjutnya	dalam	
Penjelasannya	menjelaskan	penyidik	tindak	pidana	asal	adalah	pejabat	
dari	 instansi	 yang	 oleh	 undang-undang	 diberi	 kewenangan	 untuk	
melakukan	penyidikan,	salah	satunya,	penyidik	KPK	dalam	hal	apabila	
menemukan	 bukti	 permulaan	 yang	 cukup	 terjadinya	 TPPU	 saat	
melakukan	 penyidikan	 tindak	 pidana	 korupsi.	 Demikian	 pula	 dalam	
ketentuan	 Pasal	 75	 UU	 8/2010	 dinyatakan,	 “Dalam	 hal	 penyidik	
menemukan	 bukti	 permulaan	 yang	 cukup	 terjadinya	 tindak	 pidana	
Pencucian	 Uang	 dan	 tindak	 pidana	 asal,	 penyidik	 menggabungkan	
penyidikan	 tindak	 pidana	 asal	 dengan	 penyidikan	 tindak	 pidana	
Pencucian	Uang	dan	memberitahukannya	kepada	PPATK.”	Oleh	karena	
itu,	 sesungguhnya	 tidak	 ada	 alasan	 bahwa	 penyidik	 KPK	 tidak	
mempunyai	 kewenangan	 untuk	 melakukan	 penyidikan	 TPPU	
sepanjang	masih	ada	keterkaitan	dengan	tindak	pidana	asal	(korupsi)	
yang	 sedang	 ditangani	 yang	 secara	 teknis	 kemudian	 digabungkan	
dengan	TPPU.	

	 	 	 		 	 Bahwa	 berdasarkan	 ketentuan	 dan	 pertimbangan	 hukum	 di	 atas,	
menurut	 Mahkamah	 dalam	 kaitannya	 dengan	 TPPU	 meskipun	 tidak	
disebutkan	 secara	 tegas	 dalam	 Pasal	 6	 huruf	 e	 UU	 19/2019,	 namun	
dengan	 sendirinya	 KPK	 memiliki	 kewenangan	 untuk	 menangani	
perkara	TPPU	 sepanjang	 tindak	 pidana	 asalnya	 adalah	 tindak	 pidana	
korupsi.	 TPPU	 sebagai	 tindak	 pidana	 lanjutan	 merupakan	 satu	
kesatuan	 yang	 tidak	 terpisahkan.	 Bahkan,	 lebih	 dari	 itu	 kewenangan	
KPK	 dalam	 menangani	 TPPU	 tidak	 hanya	 dalam	 penyidikan	 namun	
juga	 penuntutan.	 Hal	 demikian	 sejalan	 dengan	 Putusan	 Mahkamah	
Konstitusi	Nomor	77/PUU-XII/2014	bertanggal	12	Februari	2015	yang	
menyatakan	 jaksa	 pada	 KPK	 mempunyai	 kewenangan	 melakukan	
penuntutan	TPPU	karena	penuntut	umum	merupakan	suatu	kesatuan	
sehingga	 penuntut	 umum	 yang	 bertugas	 di	 kejaksaan	 atau	 yang	
bertugas	 di	 KPK	 adalah	 sama.	 Selain	 itu,	 demi	 peradilan	 yang	
sederhana,	 cepat,	 dan	 biaya	 ringan,	 penuntutan	 oleh	 jaksa	 yang	
bertugas	 di	 KPK	 akan	 lebih	 cepat	 dari	 pada	 harus	 dikirim	 lagi	 ke	
Kejaksaan	Negeri.	 Hal	 tersebut	menegaskan	 tidak	 terdapat	 persoalan	
konstitusionalitas	 norma	 Pasal	 6	 huruf	 e	 UU	 19/2019	 sebagaimana	
didalilkan	 para	 Pemohon.	 Berdasarkan	 pertimbangan	 di	 atas	 maka	
dalil	para	Pemohon	a	quo	adalah	tidak	beralasan	menurut	hukum.	
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[3.13.2]	 Bahwa	 selanjutnya	 perihal	 dalil	 para	 Pemohon	 mengenai	
inkonstitusionalitas	 norma	 Pasal	 19	 ayat	 (2)	 UU	 19/2019	 yang	
dikaitkan	 dengan	 keberadaan	 perwakilan	 KPK	 di	 daerah	 yang	 telah	
dihapus,	 menurut	 Mahkamah	 hal	 tersebut	 tidak	 menyebabkan	
terkuranginya	 ataupun	 terhalanginya	 pemberantasan	 tindak	 pidana	
korupsi	 yang	 terjadi	 di	 daerah.	 Sekalipun	 tidak	 diatur	
pembentukanperwakilan	 KPK	 di	 daerah,	 tidak	 berarti	 mengurangi	
posisi	 KPK	 sebagai	 extra-ordinary	 body	 dalam	 pemberantasan	 tindak	
pidana	 korupsi.	 Apalagi,	 sejak	 dari	 awal	 salah	 satu	 tujuan	
pembentukan	 KPK	 adalah	 sebagai	 pemicu	 dan	 pemberdaya	 institusi	
yang	 telah	 ada	 dalam	 pemberantasan	 korupsi	 (trigger	 mechanism).	
Terlebih	 lagi,	 dengan	 adanya	 ketentuan	 Pasal	 41	 Undang-Undang	
Nomor	31	Tahun	1999	tentang	Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi	
(UU	31/1999)	yang	memberikan	peran	serta	kepada	masyarakat	untuk	
membantu	 upaya	 pencegahan	 dan	 pemberantasan	 tindak	 pidana	
korupsi	 dengan	memberikan	 hak	 kepada	masyarakat	 untuk	mencari,	
memperoleh,	dan	memberikan	informasi	perihal	adanya	dugaan	telah	
terjadi	 tindak	 pidana	 korupsi.	 Dalam	 konteks	 itu,	 sekalipun	
kemungkinan	membentuk	perwakilan	KPK	di	daerah	tidak	lagi	diatur	
dalam	 UU	 19/2019,	 KPK	 berpeluang	 membangun	 kerjasama	 dengan	
kelompok	masyarakat	atau	perguruan	tinggi	yang	ada	di	daerah	untuk	
berpartisipasi	aktif	mencari,	memperoleh,	dan	memberikan	informasi	
perihal	 adanya	 dugaan	 telah	 terjadi	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	
kemudian	 melaporkannya	 kepada	 KPK.	 Tidak	 hanya	 itu,	 KPK	
berdasarkan	 ketentuan	 Pasal	 6	 huruf	 b	 dan	 huruf	 d	 UU	 19/2019	
berpeluang	 untuk	 mengoptimalkan	 kewenangan	 koordinasi	 dan	
supervisi	 terhadap	 instansi	 negara	 lainnya	 di	 daerah.	 Berdasarkan	
pertimbangan	 di	 atas	 maka	 dalil	 para	 Pemohon	 a	 quo	 adalah	 tidak	
beralasan	menurut	hukum.	

	
[3.13.3]	Bahwa	 selanjutnya	para	Pemohon	mendalilkan	Dewan	Pengawas	KPK	

lebih	 superior	dari	Pimpinan	KPK	dan	keanggotaan	Dewan	Pengawas	
KPK	 yang	 diangkat	 dan	 ditetapkan	 oleh	 Presiden	 akan	 menjadikan	
tugas	 dan	 wewenang	 KPK	 sangat	 terpusat	 pada	 Presiden.	 Terhadap	
dalil	para	Pemohon	a	quo,	Mahkamah	perlu	menegaskan	bahwa	posisi	
Dewan	 Pengawas	 KPK	 dan	 Pimpinan	 KPK	 sebagaimana	 dimaksud	
dalam	Pasal	21	ayat	(1)	UU	19/2019	bukanlah	struktur	yang	hierarkis,	
sehingga	 dalam	desain	 besar	 pemberantasan	 korupsi	 keduanya	 tidak	
saling	 membawahi	 namun	 saling	 bersinergi	 menjalankan	 fungsi	
masing-masing.	Apalagi,	beberapa	kewenangan	Dewan	Pengawas	KPK	
telah	 dinyatakan	 inkonstitusional	 dalam	 Putusan	 Mahkamah	
Konstitusi	 Nomor	 70/PUU-XVII/2019	 bertanggal	 4	Mei	 2021.	 Adapun	
mengenai	komposisi	dan	tata	cara	pengangkatan	Dewan	Pengawas	KPK	
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yang	diangkat	dan	ditetapkan	oleh	Presiden	tidaklah	menjadikan	KPK	
harus	bertanggung	jawab	kepada	Presiden	karena	dalam	Pasal	20	ayat	
(1)	 Undang-Undang	 Nomor	 30	 Tahun	 2002	 tentang	 Komisi	
Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi	(UU	30/2002)	telah	dinyatakan	
bahwa	 “Komisi	 Pemberantasan	 Korupsi	 bertanggung	 jawab	 kepada	
publik	 atas	 pelaksanaan	 tugasnya	 dan	 menyampaikan	 laporannya	
secara	 terbuka	 dan	 berkala	 kepada	 Presiden	 Republik	 Indonesia,	
Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Republik	 Indonesia,	 dan	 Badan	 Pemeriksa	
Keuangan”.	 Apalagi,	 dalam	 Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	
36/PUU-XV/2017	bertanggal	8	Februari	2018	 telah	ditegaskan	bahwa	
dalam	melaksanakan	 tugas	 yudisialnya	 KPK	 bersifat	 independen	 dan	
tidak	dapat	diintervensi	oleh	kekuasan	manapun.	Begitu	pula,	perihal	
pengangkatan	 Dewan	 Pengawas	 KPK,	 UU	 19/2019	 hanya	
membenarkan	 pengangkatan	 untuk	 pertama	 kalinya	 dilakukan	 oleh	
Presiden.	 Artinya,	 pengangkatan	 selanjutnya	 akan	 dilakukan	 melalui	
proses	 sebagaimana	 proses	 pengisian	 pimpinan	 KPK	 [vide	 Pasal	 37E	
UU	 19/2019].	 Oleh	 karena	 itu	 kekhawatiran	 para	 Pemohon	 perihal	
kemungkinan	 pengaruh	 yang	 besar	 dari	 Presiden	 terhadap	
independensi	 KPK	 adalah	 hal	 yang	 berlebihan.	Demikian	 pula	 halnya	
ketika	 para	 Pemohon	mengaitkan	 dalilnya	 dengan	 ketentuan	 transisi	
dalam	 Pasal	 69A	 dan	 Pasal	 69D	 UU	 19/2019,	 menurut	 Mahkamah	
berdasarkan	Lampiran	II	angka	127	Undang-Undang	Nomor	12	Tahun	
2011	 tentang	 Pembentukan	 Peraturan	 Perundang-undangan	
sebagaimana	 telah	 diubah	 dengan	 Undang�Undang	 Nomor	 15	 Tahun	
2019	 tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	12	Tahun	2011	
tentang	 Pembentukan	 Peraturan	 Perundang-undangan,	 ketentuan	
peralihan	 memuat	 penyesuaian	 pengaturan	 tindakan	 hukum	 atau	
hubungan	hukum	yang	sudah	ada	berdasarkan	peraturan	perundang-
undangan	 yang	 lama	 terhadap	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	
baru	 yang	 bertujuan	 untuk	 menghindari	 terjadinya	 kekosongan	
hukum,	 menjamin	 kepastian,	 memberikan	 perlindungan	 hukum	 bagi	
pihak	 yang	 terkena	 dampak	 perubahan	 ketentuan	 peraturan	
perundang-undangan	 dan	mengatur	 hal-hal	 bersifat	 transisional	 atau	
bersifat	 sementara,	 karena	 adanya	 penggantian	 Undang-Undang.	
Berdasarkan	 pertimbangan	 di	 atas	 maka	 dalil	 para	 Pemohon	 a	 quo	
adalah	tidak	beralasan	menurut	hukum.	

	
[3.13.4]	 Bahwa	 selanjutnya	 berkaitan	 dengan	 dalil	 para	 Pemohon	 mengenai	

Pasal	 29	 huruf	 i	 UU	 19/2019	 yang	 dikaitkan	 dengan	 masih	 adanya	
pimpinan	 KPK	 yang	 belum	 melepaskan	 jabatan	 struktural	 dan/atau	
jabatan	 lainnya.	 Terhadap	 hal	 tersebut	 seandainya	 yang	 didalilkan	
para	 Pemohon	 adalah	 benar,	 Mahkamah	 berpendapat	 persoalan	
tersebut	 merupakan	 kasus	 konkret.	 Namun	 demikian,	 karena	 sifat	
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independensi	yang	dimiliki	KPK,	syarat	sebagaimana	ditentukan	dalam	
Pasal	 29	 UU	 19/2019	 termasuk	 ketentuan	 huruf	 i	 yang	menyatakan,	
“melepaskan	 jabatan	 struktural	 dan/atau	 jabatan	 lainnya	 selama	
menjadi	 anggota	KPK”	 harus	 dipenuhi	 oleh	 pimpinan	KPK.	 Sekiranya	
terdapat	 pimpinan	 KPK	 yang	 masih	 rangkap	 jabatan,	 hal	 tersebut	
menjadi	 kewenangan	 Dewan	 Pengawas	 KPK	 untuk	 menindaklanjuti	
pelanggaran	dimaksud.	Berdasarkan	pertimbangan	di	atas	maka	dalil	
para	Pemohon	a	quo	adalah	tidak	beralasan	menurut	hukum.	

	
[3.13.5]	 Bahwa	 selanjutnya	 terhadap	 dalil	 para	 Pemohon	 berkaitan	 dengan	

Pasal	12B,	Pasal	37B	ayat	(1)	huruf	b,	dan	Pasal	47	ayat	(2)	UU	19/2019	
telah	 dipertimbangkan	 dan	 diputus	 Mahkamah	 dalam	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 70/PUU-XVII/2019,	 bertanggal	 4	 Mei	
2021	 pukul	 16.22	 WIB	 dengan	 menyatakan	 pasal-pasal	 tersebut	
bertentangan	 dengan	 UUD	 1945	 dan	 tidak	 mempunyai	 kekuatan	
mengikat.	Demikian	juga	dengan	permohonan	para	Pemohon	terhadap	
Pasal	12C	ayat	(2),	Pasal	40	ayat	(1)	dan	ayat	(2),	Pasal	47	ayat	(1)	juga	
telah	 dipertimbangkan	 dan	 diputus	 Mahkamah	 dalam	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 70/PUU-XVII/2019,	 bertanggal	 4	 Mei	
2021	 dengan	 menyatakan	 pasal-pasal	 tersebut	 bertentangan	 dengan	
UUD	1945	dan	tidak	mempunyai	kekuatan	mengikat,	secara	bersyarat.	

		 	 	 	 		 Bahwa	 oleh	 karena	 Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 bersifat	 final	
sebagaimana	 ditentukan	 dalam	 Pasal	 24C	 ayat	 (1)	 UUD	 1945,	 yang	
dimuat	 kembali	 dalam	 Pasal	 10	 ayat	 (1)	 UU	 MK,	 dan	 selain	 itu	 juga	
bersifat	erga	omnes	yang	artinya	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	
70/PUU-XVII/2019,	 bertanggal	 4	 Mei	 2021	 berlaku	 umum,	 mengikat	
seluruh	 warga	 negara,	 termasuk	 para	 Pemohon	 maka	 permohonan	
para	Pemohon	terhadap	Pasal	12B,	Pasal	12C	ayat	(2),	Pasal	37B	ayat	
(1)	huruf	b,	Pasal	40	ayat	 (1)	dan	ayat	 (2),	dan	Pasal	47	ayat	 (1)	dan	
ayat	 (2)	UU	19/2019	telah	kehilangan	objek.	Terkait	pengujian	pasal-
pasal	 tersebut,	 petitum	para	 Pemohon	memohon	 inkonstitusionalitas	
Pasal	 12C,	 Pasal	 12D,	 Pasal	 40,	 dan	 Pasal	 47	 secara	 keseluruhan,	
sehingga	masih	terdapat	materi/muatan	ayat	dari	pasal-pasal	tersebut	
yang	 belum	 dipertimbangkan	 dan	 diputus	 dalam	 Putusan	Mahkamah	
Konstitusi	 Nomor	 70/PUU-XVII/2019,	 bertanggal	 4	 Mei	 2021,	 yakni	
terkait	dengan	Pasal	12C	ayat	(1),	Pasal	12D,	Pasal	40	ayat	(3)	dan	ayat	
(4),	dan	Pasal	47	ayat	(3)	dan	ayat	(4)	UU	19/2019.	Namun	demikian,	
setelah	 Mahkamah	 mempelajari	 secara	 saksama	 permohonan	 para	
Pemohon	 telah	 ternyata	 tidak	 terdapat	 uraian	 terhadap	 pasal-pasal	
tersebut	 dalam	 posita	 permohonan	 para	 Pemohon	 a	 quo,	 oleh	
karenanya	menurut	Mahkamah	permohonan	para	Pemohon	 terhadap	
pasal-pasal	a	quo	menjadi	kabur.	
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		 	 	 	 	 Bahwa	mengenai	kewenangan	KPK	untuk	melakukan	penyadapan	
sebagaimana	ditentukan	dalam	Pasal	12	ayat	(1)	UU	19/2019	yang	juga	
dimohonkan	 para	 Pemohon,	 Mahkamah	 telah	 memberikan	
pertimbangan	 dalam	 Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 012-016-
019/PUU-IV/2006	 bertanggal	 19	 Desember	 2006	 dan	 Putusan	
Mahkamah	Konstitusi	Nomor	5/PUU-VIII/2010	bertanggal	24	Februari	
2011	 yang	 kemudian	 dikutip	 kembali	 dalam	 Putusan	 Mahkamah	
Konstitusi	 Nomor	 70/PUU-XVII/2019,	 bertanggal	 4	 Mei	 2021	 Sub-
paragraf	[3.21.1],	bahwa	menurut	Mahkamah	pada	pokoknya	tindakan	
penyadapan	merupakan	perbuatan	 yang	melawan	hukum	yang	 dapat	
melanggar	hak	asasi	manusia	(hak	privasi),	namun	tindakan	ini	dapat	
dibenarkan	 secara	 hukum	 ketika	 hal	 tersebut	 diamanatkan	 oleh	
undang-undang	 dan	 dilakukan	 dalam	 rangka	 penegakan	 hukum.	
Berdasarkan	 pertimbangan	 di	 atas	 maka	 dalil	 para	 Pemohon	
berkenaan	 dengan	 pengujian	 konstitusionalitas	 norma	 Pasal	 12	 ayat	
(1)	UU	19/2019	adalah	tidak	beralasan	menurut	hukum.	

	
[3.14]			Menimbang	 bahwa	 berdasarkan	 seluruh	 pertimbangan	 sebagaimana	

diuraikan	di	 atas,	menurut	Mahkamah,	 dalil	 para	 Pemohon	berkenaan	
dengan	inkonstitusionalitas	Pasal	12B,	Pasal	12C	ayat	(2),	Pasal	37B	ayat	
(1)	huruf	b,	Pasal	40	ayat	(1)	dan	ayat	(2),	dan	Pasal	47	ayat	(1)	dan	ayat	
(2)	 UU	 19/2019	 adalah	 kehilangan	 objek.	 Sementara	 itu,	 berkenaan	
dengan	inkonstitusionalitas	Pasal	12C	ayat	(1),	Pasal	12D,	Pasal	40	ayat	
(3)	dan	ayat	(4),	dan	Pasal	47	ayat	(3)	dan	ayat	(4)	UU	19/2019	adalah	
kabur.	 Adapun	 berkenaan	 dengan	 pengujian	 Pasal	 6	 huruf	 e,	 Pasal	 12	
ayat	 (1),	 Pasal	 19	 ayat	 (2),	 Pasal	 21	 ayat	 (1)	 huruf	 a,	 Pasal	 29	 huruf	 i,	
Pasal	69A,	dan	Pasal	69D	UU	19/2019	adalah	 tidak	beralasan	menurut	
hukum.	

	
F. AMAR	PUTUSAN	
1. Menyatakan	 permohonan	 para	 Pemohon	 berkenaan	 dengan	

inkonstitusionalitas	norma	Pasal	12B,	Pasal	12C,	Pasal	12D,	Pasal	37B	ayat	(1)	
huruf	b,	Pasal	40,	dan	Pasal	47	Undang-Undang	Nomor	19	Tahun	2019	tentang	
Perubahan	Kedua	Atas	Undang-Undang	Nomor	30	Tahun	2002	tentang	Komisi	
Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi	(Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	
Tahun	 2019	 Nomor	 197,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	
Nomor	6409)	tidak	dapat	diterima.		

2. Menolak	permohonan	para	Pemohon	untuk	selain	dan	selebihnya.	
	

G. PENUTUP	
Bahwa	Putusan	MK	merupakan	putusan	yang	bersifat	 final	dan	mengikat	 (tidak	
ada	 upaya	 hukum	 lain	 yang	 dapat	 ditempuh)	 serta	 langsung	 memperoleh	
kekuatan	hukum	tetap	sejak	selesai	diucapkan	dalam	sidang	pleno	terbuka	untuk	
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umum	dan	bersifat	erga	omnes	 (berlaku	bagi	 setiap	orang)	yang	wajib	dipatuhi	
dan	 langsung	 dilaksanakan	 (self	 executing)	 oleh	 seluruh	 organ	 penyelenggara	
negara,	organ	penegak	hukum,	dan	warga	Negara.	Oleh	karena	 itu,	Putusan	MK	
dalam	 Perkara	 Nomor	 71/PUU-XVIII/2019	 yang	 menyatakan	 Permohonan	
Pemohon	 tidak	 dapat	 diterima	 terhadap	 pengujian	 terhadap	 ketentuan	 Pasal	 6	
huruf	e,	Pasal	12	ayat	(1),	Pasal	12B,	Pasal	12C,	Pasal	12D,	Pasal	19	ayat	(2),	Pasal	
21	ayat	(1)	huruf	a,	Pasal	29	huruf	i,	Bab	VA,	Pasal	37B	ayat	(1)	huruf	b,	Pasal	40,	
Pasal	47,	Pasal	69A,	dan	Pasal	69D	UU	KPK	mengandung	arti	bahwa	ketentuan-
ketentuan	 a	 quo	 tidak	 bertentangan	 dengan	 UUD	 NRI	 Tahun	 1945	 dan	 tetap	
mempunyai	kekuatan	hukum	mengikat.	
	
	
	
	

	
	

PUSAT	PEMANTAUAN	PELAKSANAAN	UNDANG-UNDANG	
SEKRETARIAT	JENDERAL	DAN	BADAN	KEAHLIAN	DPR	RI	

2020	
	
	


